BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR ¢5 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah menyatakan Pembatalan adalah
tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap
seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal,
ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB
KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan
peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya
pencabutan atau perubahan;

b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/ atau
Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran
2019 telah diganti menjadi Peraturan Bupati Karo Nomor 49
Tahun 2018 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi  Kerja,
Kelangkaan Profesi dan/ atau Pertimbangan Objektif Lainnya
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019

c. bahwa dalam penggantian produk hukum daerah dari
Peraturan Bupati Karo Nomor 29 Tahun 2018 menjadi
Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2019 tidak ada
klausul pasal penggantian produk hukum daerah tersebut
sehingga tidak sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan dan perlu dilakukan pencabutan atas
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Karo
Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kriteria Dan Besaran
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi
Kerja, Kelangkaan Profesi Dan /Atau Pertimbangan Objektif
Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat...




Mengingat

[on—

10.

11.

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN...




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN
PROFESI DAN/ATAU PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Peraturan Bupati Karo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kriteria Dan Besaran
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan
Profesi Dan/Atau Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal ©¢| APmiL 2019

L BUPATI KARO,

/,\}

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal ¢27 ApRi\v. 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 03




